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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian dilaksanakan melalui studi kasus di Bapas Kelas I Surakarta, dengan konsep 

collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007), yang melingkupi 

dimensi Starting Condition, Collaboration Process, Facillitative Leadership, Institutional 

Design, dan Outcome. Mitra kolaborasi Bapas Kelas I Surakarta terdiri dari unsur instansi 

pemerintah lain, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga internasional, pebisnis, 

akademisi, perorangan, keluarga klien, dan klien sendiri. Dari penelitian tersebut, Peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Collaborative governance pembimbingan klien tindak pidana terorisme di Bapas Kelas 

I Surakarta belum berjalan optimal, akar masalahnya dapat dijelaskan melalui empat 

dimensi berikut: 

a. Starting condition. Selain faktor tidak berimbangnya sumber daya dan sejarah kerja 

sama, visi dan misi juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

melakukan pemetaan stakeholder untuk bekerja sama. Kesamaan atau irisan visi 

misi Bapas dan para stakeholder sebagai landasan keberlanjutan kerja sama 

pembimbingan klien tindak pidana terorisme. Bapas Surakarta selama ini lebih 

melihat ketersediaan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan Bapas saat 

itu. Dampaknya beberapa kerja sama tidak berkelanjutan. 

b. Collaborative process. Dalam pembimbingan klien teroris diperlukan penanganan 

yang integratif, yaitu dengan multiapproach, dilakukan secara kolaboratif oleh 

multi-aktor, dan memperhatikan pembagian peran setiap aktor yang terlibat. Selain 

itu juga memperhatikan substansi pembimbingan (program intervensi) berdasarkan 

kebutuhan klien, untuk mendukung pencapaian outcome. Peran klienselama ini  
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hanya sebagai target kolaborasi, ini yang mempengaruhi komitmen dalam 

pelaksanaan kolaborasi pembimbingan. Pelaksanaan kolaborasi dipengaruhi juga 

oleh kepercayaan antar-aktor, ini ditandai dengan masih adanya keengganan untuk 

berbagi data dan informasi. Selain itu komunikasi sebagai sarana utama kolaborasi 

masih dilakukan secara parsial antara Bapas dengan mitra satu dan bapas dengan 

mitra lain. Komunikasi idealnya dilakukan multiarah oleh seluruh aktor yang 

berkolaborasi agar dapat saling mendukung dan menghindari tumpang tindih.  

c. Facilitative Leadership. Pemimpin memiliki pengaruh penting dalam keberhasilan 

kolaborasi sejak dimulainya assessment kebutuhan kerja sama dan penjajakan 

kerja sama, dengan memberdayakan sumber daya yang ada. Dalam hal 

pemberdayaan dan pengaderan PK yang khusus menangani klien teroris belum 

terprogram dengan baik. Selain itu peningkatan kapasitas belum dilaksanakan 

secara konsisten. Pemanfaatan teknologi infomasi untuk mendukung keseluruhan 

kegiatan kolaborasi, serta mengembangkan budaya inovasi perlu ditingkatkan. 

Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang kharismatik, memiliki kepercayaan diri dan 

kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk 

memberdayakan kemampuan Bapas dan memfasilitasi proses kolaborasi dengan 

seluruh stakeholders. 

d. Institutional design. Diperlukan regulasi lebih detail tentang kolaborasi dan 

pembimbingan klien teroris. Penanggung jawab tugas dan fungsi kerja sama ada di 

beberapa bidang/bagian. Regulasi juga belum mengatur secara detail peran Klien 

sebagai salah satu aktor dalam pembimbingan. Selama ini klien hanya berperan 

sebagai penerima manfaat, sehingga komitmen dan keterlibatan klien dalam proses 

kolaborasi tidak optimal. Faktor lain adalah belum terdapat mekanisme yang secara 

khusus dibangun dan dilembagakan sebagai media komunikasi dan koordinasi bagi 
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seluruh aktor dalam kolaborasi pembimbingan klien teroris. Akibatnya kegiatan 

menjadi tumpang tindih. Selain itu belum terdapat standar kompetensi PK yang 

khusus menangani klien tindak pidana terorisme. 

e. Outcome. Kolaborasi pembimbingan klien teroris sebagian masih berorientasi pada 

output, yaitu terselenggaranya kegiatan yang telah disepakati antar aktor yang 

berkolaborasi. Hal ini juga menunjukkan belum adanya sistem evaluasi 

menyeluruh yang terstruktur dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Apabila 

kolaborasi pembimbingan klien teroris dilaksanakan secara integratif, maka dapat 

disepakati outcome sebagai bentuk keberhasilan bersama. 

2.   Untuk optimalisasi kolaborasi pembimbingan klien teroris, peneliti menemukan model 

collaborative governance dengan berbasis dan mengembangkan model collaborative 

governance Ansell and Gash (2007) sebagai berikut: 

a. Ansell and Gash menempatkan power-resource-knowledge asymetris dan prehistory 

of cooperation or conflict sebagai faktor yang mendorong/mendasari aktor untuk 

berkolaborasi pada dimensi starting condition. Berdasarkan penelitian, shared vision 

and mission juga perlu ditambahkan sebagai salah satu faktor di starting condition, 

karena juga memiliki pengaruh yang sama sebagai salah satu alasan para aktor untuk 

berkolaborasi. 

b. Dalam Collaborative process, komunikasi dilaksanakan multi-arah agar setiap aktor 

yang terlibat dalam kolaborasi pembimbingan klien teroris mengetahui seluruh 

proses pembimbingan klien, sehingga tumpang tindih program dapat dihindari. Klien 

bukan sebagai target kolaborasi sekaligus aktor yang ikut berperan aktif dalam 

kolaborasi, sehingga perlu dicantumkan secara tegas dalam alur kolaborasi. Untuk 

meningkatkan kepercayaan antar aktor, khususnya dalam pertukaran data dan 

informasi, diperlukan mekanisme yang aman yang disepekati semua aktor, salah 
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satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Untuk memastikan proses 

kolaborasi berjalan sesuai rencana, monitoring dan evaluasi dilakukan secara 

berkala. 

c. Kepemimpinan fasilitatif menjadi istilah kunci untuk manajemen yang bertujuan 

optimalnya proses kolaboratif. Kemudian Pemimpin fasilitatif dapat menarik dan 

mempertahankan komitmen kolaboratif di antara para pemangku kepentingan, 

memastikan dialog yang konstruktif terjadi, dan membangun kapasitas untuk 

mencapai tujuan bersama. Selain itu juga meningkatkan kapasitas dan 

memberdayakan para PK, dan mendorong berkembangnya inovasi dalam 

pelaksanaan tugas, dan memanfaatkan berbagai sumberdaya, termasuk pemanfaatan 

teknologi informasi. Menunjuk dan memberdayakan liaison officer penting 

dilakukan untuk memudahkan komunikasi dengan seluruh stakeholder.  Facilitative 

Leadership diperlukan dalam sejak starting condition hingga keseluruhan proses 

kolaborasi. 

d. Pada dimensi institutional design diperlukan penguatan regulasi yang antara lain 

mengatur mekanisme komunikasi antar aktor, penanggung jawab kerja sama di 

Bapas, dan pengaturan tentang peran penting klien dalam pembimbingan bagi 

dirinya. Regulasi juga diperlukan untuk mengatur pelembagaan forum yang dapat 

digunakan sebagai sara komunikasi antar aktor. Selain memberikan pengaruh pada 

dimensi collaborative process, Institutional design juga memberikan pengaruh pada 

dimensi starting condition. 

e. Keseluruhan proses kolaborasi yang integratif memberikan pengaruh pada 

pencapaian outcome, yaitu klien dapat berintegrasi dengan masyarakat, menjadi 

warga negara yang baik dan berperan dalam pembangunan. Indikatornya adalah 

perubahan perilaku, masyarakat menerima kehadiran klien, dan klien produktif, 
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memiliki aktifitas positif yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan 

bangsa. Untuk memastikan semua proses berjalan lancar dan melihat pencapaian 

outcome, perlu melibatkan pihak eksternal untuk melakukan monitoring dan 

evaluasi. Seluruh kegiatan tersebut merupakan upaya dalam memerangi terorisme, 

dan keberhasilan dalam mencapai outcome merupakan salah satu bentuk kontribusi 

nyata dalam countering violence extremism. 

f. Kolaborasi pembimbingan klien tindak pidana terorisme dilaksanakan secara 

inklusif melibatkan berbagai aktor melaksanakan pembimbingan klien secara 

integratif dengan tujuan untuk meminimalisir adanya celah kekurangan dalam 

pembimbingan. 

g. Tahapan kolaborasi dirumuskan menjadi tiga, yaitu inisiasi kolaborasi, proses 

kolaborasi, dan pengakhiran/perpanjangan kolaborasi. Proses ini didukung oleh 

ketersediaan regulasi, kepemimpinan fasilitatif, serta terlaksananya monitoring dan 

evaluasi.  

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, selanjutnya Penulis menyampaikan 

saran yang lebih bersifat rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Model Collaborative governance pembimbingan Klien Tindak Pidana 

Terorisme pada Bapas Kelas I Surakarta merupakan pengembangan model collaborative 

governance menurut Ansell and Gash (2007). Pengembangan dilakukan dengan 

menambahkan faktor shared vision and mission pada dimensi starting condition. 

Pengembangan juga dilakukan dengan menghubungkan dimensi institutional design dan 

facilitative leadership ke dimensi starting condition karena adanya pengaruh yang 
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signifikan kepemimpinan dan regulasi sejak awal akan dimulainya kolaborasi. Sebagai 

bagian dari dimensi facilitative leadership eksistensi PK Klien tindak pidana terorisme 

teroris, perlunya inovasi, dan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi juga 

ditegaskan dalam pengembangan model. 

Model ini juga mengutamakan komunikasi sebagai inti dari collaborative 

process melalui pelembagaan forum komunikasi. Klien juga ditempatkan pada posisi 

yang penting sebagai target kolaborasi sekaligus sebagai aktor utama kolaborasi. 

Monitoring dan evaluasi internal dilakukan secara berkelanjutan di seluruh proses 

kolaborasi, dan evaluasi eksternal dilaksanakan untuk melihat outcome kolaborasi. 

Evaluasi eksternal ditujukan untuk memberikan input kerja sama selanjutnya. 

Model ini dapat diujicobakan dan dikembangkan pada ruang lingkup atau skala 

yang lebih luas, misalnya di tingkat nasional. Selain itu, model ini dapat dikembangkan 

lagi dengan mengeksplorasi strategi komunikasi lain sebagai alternatif dalam 

mendorong keberhasilan collaborative governance.  

2. Bagi Stakeholder (mitra kolaborasi) Bapas Kelas I Surakarta 

Pembimbingan Klien tindak pidana terorisme merupakan bagian dari upaya 

preventing and countering violent extremism (P/CVE). Oleh karena itu, upaya ini harus 

dilakukan bersama secara kolaboratif oleh semua aktor. Komunikasi yang telah berjalan 

saat ini perlu ditingkatkan dengan saling mendukung untuk menciptakan iklim yang 

lebih terbuka dan meningkatkan kepercayaan melalui sebuah forum yang dibangun oleh 

Bapas Kelas I Surakarta. Program-program kolaborasi yang telah ada diintegrasikan 

untuk mempermudah pencapaian tujuan bersama yang merupakan outcome kolaborasi. 

Pertukaran data dan informasi antar lembaga dapat dilakukan dengan cara-cara yang 

lebih akuntabel, antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. Capaian-capaian 

dalam berkolaborasi didokumentasikan untuk melihat perkembangan kolaborasi. Selain 
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itu monitoring dan evaluasi, baik bersama para aktor yang berkolaborasi maupun 

melibatkan pihak eksternal, dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan semua 

kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta mengambil tindakan strategis dan tepat 

waktu apabila menemui kendala di tengah jalan.   

3. Bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat direkomendasikan kepada Direktoat 

Jenderal Pemasyarakatan untuk menggunakan model collaborative governance dalam 

pembimbingan klien tindak pidana terorisme sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas 

pemasyarakatan. Berikut antara lain langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 

menggunakan model tersebut: 

a. Memperbaharui regulasi tentang kerja sama, khususnya dalam 

pembimbingan/pembinaan warga binaan tindak pidana terorisme. Pembaruan yang 

diperlukan antara lain: 

1) mempertimbangkan kesamaan visi dan misi dalam penjajakan kerja sama;  

2) melembagakan forum komunikasi antar aktor yang berkolaborasi dalam 

pembimbingan klien teroris; 

3) menambahkan ketentuan bahwa forum komunikasi tersebut juga menyusun dan 

menyepakati dokumen sebagai panduan untuk mecapai outcome kolaborasi; 

4) menjelaskan karakteristik pemimpin yang fasilitaatif, antara lain mampu 

memberdayakan sumber daya internal dan eksternal, termasuk memberdayakan 

peran PK sebagai penghubung, mengembangkan budaya inovasi, pemanfaatan 

teknologi informasi. 

b. Membangun sistem monitoring dan evaluasi kebijakan yang terdiri dari monitoring 

dan evaluasi internal yang melibatkan Bapas dan mitra kerja sama melalui 

pertemuan-pertemuan berkala, dan monitoring dan evaluasi oleh pihak eksternal. 
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c. Temuan penelitian ini juga mengisyaratkan pentingnya peningkatan kapasitas 

Petugas Bapas, terutama pemahaman regulasi tentang pembimbingan klien dan kerja 

sama pemasyarakatan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui 

pengembangan sistem informasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. 

Dengan begitu setiap petugas diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait 

regulasi, prosedur, dan kebijakan dalam lingkungan pemasyarakatan. Sistem ini juga 

penting untuk mempermudah komunikasi dengan para stakeholder, memastikan 

setiap aktor yang berkolaborasi mengetahui seluruh mitra Bapas, dan aktifitas apa 

yang dilakukan. 

d. Terkait sumber daya manusia, diperlukan mekanisme penunjukan PK yang mengani 

klien teroris, disertai kopetensi yang harus dimiliki. Penelitian ini juga 

merekomendasikan sebuah jabatan struktural di bawah Kepala Bapas, yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan kolaborasi dengan para stakeholder. Hal ini 

mengingat kolaborasi menjadi salah satu strategi utama Bapas untuk menjamin 

suksesnya pembimbingan Klien.  

Penelitian ini dilaksanakan di Bapas Kelas I Surakarta. Namun demikian, model 

kolaborasi yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diterapkan di Bapas lain yang 

menangani klien tindak pidana terorisme, bahkan sangat potensial untuk diterapkan di 

Lapas yang menangani narapidana tindak pidana terorisme. Untuk di Lapas perlu 

beberapa penyesuaian, terutama terkait aktor-aktor yang terlibat. 

Secara umum, roadmap implementasi model ini adalah menyusun regulasi 

tentang kerja sama penanganan warga binaan tindak pidana terorisme, sosialisasi 

sekaligus peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan, sosialisasi kepada stakeholder 

pemasyarakatan secara berkelanjutan, implementasi model, dan evaluasi. 
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4. Bagi Bapas Kelas I Surakarta 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa keberlangsungan kerja sama 

pembimbingan klien teroris di Bapas Kelas I Surakarta masih perlu mendapatkan 

pembenahan. Model kolaborasi temuan penelitian ini dapat diterapkan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada, sejak dari proses inisiasi, pelaksanaan, hingga evaluasi kerja 

sama. Selain itu secara konsisten menempatkan klien sebagai target sekaligus sebagai 

aktor kolaborasi. Pertemuan-pertemuan internal perlu dilakukan secara rutin, untuk 

saling memberi masukan, menularkan pengetahuan, dan menemukan inovasi 

pembimbingan klien, sehingga dapat meningkatkan kapasitas seluruh Petugas Bapas dan 

sekaligus kapasitas organisasi. 

Dalam segi penguatan jalannya kerja sama dengan mitra, penelitian ini 

merekomendasikan keterlibatan ekstra dari pemimpin untuk mengamankan jalannya 

kerja sama agar sesuai dengan harapan dan aturan yang berlaku. Selain itu pemimpin 

perlu untuk menggali dan menengarai hal-hal yang berkaitan dengan konflik dan 

hambatan yang sebaiknya tidak diabaikan karena akan menjadi risiko di masa 

mendatang. Dengan begitu aktifitas kolaborasi pembimbingan berjalan secara sehat dan 

berlangsung dengan capaian yang hendak dituju bersama. Selain itu, agar kolaborasi 

pembimbingan klien tindak pidana terorisme berjalan secara efektif Bapas melibatkan 

seluruh stakeholder yang relevan secara inklusif, menyediakan forum untuk 

berkomunikasi bagi para stakeholder tersebut agar dapat membangun sebuah program 

pembimbingan yang integratif untuk mencapai tujuan bersama melakukan reintegrasi 

klien teroris ke dalam masyarakat agar tidak mengulangi tindak pidananya dan berperan 

aktif dalam pembangunan. 
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